
BUPATI PACITAN 
PROVINSIJAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 71 TAHUN 2016 

TENTANG 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, 
SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA 

DINAS PERIKANAN KABUPATEN PACITAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

BUPATI PACITAN, 

bahwa u n t u k melaksanakan ke tentuan Pasal 4 ayat (1) 
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 T a h u n 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Pacitan, per lu menetapkan Peraturan Bupa t i 
t entang Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan 
Organisasi, serta Tata Kerja D inas Per ikanan Kabupaten 
Pacitan 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten da lam 
L ingkungan Propinsi Jawa T i m u r sebagaimana te lah 
d i u b a h dengan Undang-Undang Nomor 2 T a h u n 1965 
(Lembaran Negara T a h u t i 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2730) ; 

2. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara T a h u n 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana te lah beberapa k a l i d i u b a h te rakh i r 
dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara T a h u n 2015 Nomor 58, Tambeihan Lembaran 
Negara Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara T a h u n 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 T a h u n 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan T a h u n 2016 Nomor 4); 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS 
DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA 
KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PACITAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan : 
a. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan. 
b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
c. B u p a t i adalah Bupa t i Pacitan. 
d . Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan. 
e. Dinas adalah d inas Perikanan Kabupaten Pacitan. 
f. U n i t Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya d is ingkat UPT Dinas adalah 

U n i t Pelaksana Teknis Dinas Per ikanan Kabupaten Pacitan. 

BAB 11 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal 2 

(1) D inas berada d i bawah dan bertanggung j awab kepada Bupa t i 
me la lu i Sekretaris Daerah. 

(2) D inas d i p imp in oleh Kepaia Dinas. 

Pasal3 

Dinas mempunya i tugas memban tu B u p a t i melaksanakan Urusan Kelautan 
dan Perikanan yang me l i pu t i per ikanan budidaya, per ikanan tangkap, 
pengelolaan p roduk per ikanan, serta tugas pembantuan yang d iber ikan 
kepada Kabupaten 

Pasal 4 

Dinas da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 3, 
menyelenggarakan fungsi : 
a. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi 

dan pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i per ikanan budidaya; 
b. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi 

dan pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i per ikanan tangkap; 
c. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi 

dan pelaporan, serta pelaksanaan pengelolaan p r o d u k per ikanan; d a n 
d. pelaksanaan fungsi l a in yang d iber ikan oleh B u p a t i sesuai dengan 

tugas d a n fungsinya. 



Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 5 

Susunan organisasi Dinas t e rd i r i da r i : 
a. Sekretariat; 
b. B idang Per ikanan Budidaya; 
c. B idang Per ikanan Tangkap; 
d. B idang Pengelolaan Produk Per ikanan; 
e. UPT Dinas; dan 
f. Kelompok Jaba tan Fungsional . 

BAB III 
SEKRETARIAT 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal6 

(1) Sekretariat berada d i bawah dan bertanggung j awab kepada Kepaia 
Dinas. 

(2) Sekretariat d i p imp in oleh Sekretaris. 

Pasa l? 

Sekretariat mempunya i tugas menyelenggarakan koordinas i pelaksanaan 
kegiatan, pembinaan dan pemberian d u k u n g a n pelayanan admin is t ra t i f 
yang me l i pu t i u m u m , kepegawaian, keuangan, program, evaluasi, d a n 
pelaporan kepada se lu ruh u n i t organisasi d i l i ngkungan Dinas. 

Pasal 8 

Sekretariat da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 
7, menyelenggarakEin fungsi : 
a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan; 
b. pemberian d u k u n g a n pelayanan admin is t ras i u m u m , kepegawaian, 

dan keuangan; 
c. pember ian d u k u n g a n pelayanan admin is t ras i program, evaluasi, d a n 

pelaporan; dan 
d . pelaksanaan fungsi l a in yang d iber ikan oleh Kepaia Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 9 

Sekretariat, t e rd i r i da r i : 
a. Sub Bagian U m u m , Kepegawaian d a n Keuangan; d a n 
b. Sub Bagian Program, Evaluasi , d a n Pelaporan. 



Bagian Ketiga 
Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan 

Pasal 10 

(1) Sub Bagian U m u m , Kepegawaian dan Keuangan berada d i bawah 
dan bertanggung j awab kepada Sekretaris. 

(2) Sub Bagian U m u m , Kepegawaian d a n Keuangan d ip imp in o leh 
Kepaia Sub Bagian. 

Pasal 11 

Sub Bagian U m u m , Kepegawaian dan Keuangan, mempunya i tugas: 
a. meny iapkan d a n melaksanakan ketatausahaan perkantoran; 
b. meny iapkan d a n melaksanakan ketata laksanaan r u m a h tangga; 
c. meny iapkan d a n melaksanakan ketata laksanaan perlengkapan d a n 

barang m i l i k daerah; 
d. meny iapkan dan melaksanakan ketata laksanaan persuratan dan 

kears ipan; 
e. meny iapkan dan melaksanakan ketata laksanaan kehumasan dan 

protoko l ; 
f. meny iapkan d a n melaksanakan ketata laksanaan kepegawaian; 
g. melaksanakan pengelolaan anggaran; 
h . melaksanakan perbendaharaan dan gaji; 
i . me laksanakan veri f ikasi dan akun tans i ; 

j . me laksanakan pelaporan keuangan; dan 
k . melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

Bagian Keempat 
Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan 

Pasal 12 

(1) Sub Bagian Program, Evaluasi , d a n Pelaporan berada d i bawah dan 
bertanggung j awab kepada Sekretaris. 

(2) Sub Bagian Program, Evaluasi , d a n Pelaporan d i p i m p i n oleh Kepaia 
Sub Bagian. 

Pasal 13 

Sub Bagian Program, Evaluasi , d a n Pelaporan, mempunya i tugas: 
a. meny iapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program d a n 

kegiatan; 
b. meny iapkan bahan koord inas i penyusunan rencana strategis; 
c. mengumpu lkan , mengolah, d a n menyaj ikan data; 
d . meny iapkan bahan pen3aisunan laporan; 
e. meny iapkan bahan penyusunan evaluasi d a n laporan Idnerja; d a n 
f. melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan tugas d a n fungsinya. 



BAB IV 
BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal 14 

(1) B idang Per ikanan Budidaya berada d i bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepaia Dinas. 

(2) B idang Per ikanan Budidaya d i p i m p i n oleh Kepaia Bidang. 

Pasal 15 

Bidang Per ikanan Budidaya melaksanakan sebagian tugas Dinas yang 
me l i pu t i pengembangan budidaya, pengendal ian l ingkungan dan penyakit , 
serta sarana dan prasarana budidaya. 

Pasal 16 

Bidang Per ikanan Budidaya da lam melaksanakan tugas sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi : 
a. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi 

d a n pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i pengembangan 
budidaya; 

b. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi 
dan pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i pengendalian 
l ingkungan dan penyakit ; 

c. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi 
dan pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i sarana dan prasarana 
budidaya; dan 

d. Pelaksanaan fungsi l a in yang d iber ikan oleh Kepaia Dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 17 

Bidang Per ikanan Budidaya t e rd i r i da r i : 
a. Seksi Pengembangan Budidaya; 
b. Seksi Pengendalian L ingkungan dan Penyakit; dan 
c. Seksi Sarana d a n Prasarana Budidaya; 

Bagian Ketiga 
Seksi Pengembangan Budidaya 

Pasal 18 

(1) Seksi Pengembangan Budidaya berada d i bawah d a n bertanggung 
j awab kepada Kepaia Bidang. 

(2) Seksi Pengembangan Budidaya d i p i m p i n oleh Kepaia Seksi. 



Pasal 19 

(1) Seksi Pengembangan Budidaya mempunya i tugas me laksanakan 
sebagian tugas Bidang Per ikanan Budidaya yang te rka i t dengan 
pengembangan budidaya 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l ipu t i : 
a. me laksanakan inventarisasi , ident i f ikas i d a n pemetaan potensi 

per ikanan budidaya; 
b. me laksanakan kebi jakan pengelolaan dan pengembangan 

per ikanan budidaya; 
c. me laksanakan pengawasan dan pengendalian p r o d u k 

pembenihan per ikanan budidaya; 
d . menyusun bahan b imbingan teknis pembinaan ta ta 

pemanfaatan a i r d a n ta ta l ahan pembudidayaan i k a n ; 
e. menyusun bahan b imbingan teknis penerapan teknologi 

budidaya per ikanan; 
f. menyusun bahan koordinas i pengembangan kemi t raan usaha 

budidaya per ikanan; 
g. melaksanakan pengelolaan, pengembangan d a n pengendal ian 

u n i t perbenihan d i b idang pengembangan budidaya; 
h . melaksanakan b imbingan teknis d a n pembinaan kelembagaan 

usaha per ikanan budidaya; 
i . me laksanakan pendataan dan pelaporan produks i per ikanan 

budidaya dan usaha pembenihan; d a n 
j . me laksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepaia Bidang 

sesuai dengan tugas dan fungsinya 

Bagian Keempat 
Seksi Pengendalian Lingkungan dan Penyakit 

Pasal 20 

(1) Seksi Pengendalian L ingkungan d a n Penyakit berada d i bawah dan 
bertanggung j awab kepada Kepaia Bidang. 

(2) Seksi Pengendalian L ingkungan d a n Penyakit d i p imp in oleh Kepaia 
Seksi. 

Pasal 21 

(1) Seksi Pengendalian L ingkungan dan Penyakit mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas B idang Per ikanan Budidaya yang 
te rka i t dengan Pengendalian L ingkungan d a n penyakit . 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l ipu t i : 
a. melaksanakan inventar isasi d a n ident i f ikasi gangguan 

pencemaran l ingkungan dan penyaki t i k a n ; 
b . melaksanakan pengelolaan kesehatan i k a n d a n l ingkungannya; 
c. menjo isun bahan b imbingan teknis higienitas dan sanitasi 

l ingkungan usaha pembudidayaan i k a n ; 
d . melaksanakan penyusunan rencana penggunaan, peredaran d a n 

pengawasan terhadap obat i k a n , bahan k im ia , dan bahan 
biologis; 

e. melaksanakan pengawasan d a n pengendalian penyaki t i kan d a n 
pencemaran l ingkungan terhadap perbenihan dan 
pembudidayaan i k a n ; 



f. me laksanakan koordinas i dengan p i h a k berwenang berkenaan 
dengan penanggulangan wabah penyaki t i k a n ; d a n 

g. me laksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepaia B idang 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kelima 
Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya 

Pasal 22 

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya berada d i bawah dan 
bertanggung j awab kepada Kepaia Bidang. 

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya d i p i m p i n oleh Kepaia Seksi. 

Pasal 23 

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas B idang Per ikanan Budidaya yang 
te rka i t dengan Sarana d a n Prasarana Budidaya 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l ipu t i : 
a. melaksanakan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan kegiatan d i b idang sarana dan prasarana 
produks i ; 

b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan, penggunaan, 
peredaran dan pengawasan terhadap p u p u k d a n pakan i k a n ; 

c. melaksanakan ident i f ikasi , perencanaan, pelaksanaan d a n 
pengawasan pembangunan u n i t perbenihan; 

d. merencanakan pr ior i tas pembangunan, pengembangan, 
rehabi l i tas i dan pemel iharaan s£irana d a n prasarana budidaya; 

e. melaksanakan koord inas i dan pengelolaan pemanfaatan 
sumberdaya a lam u n t u k budidaya per ikanan; 

f. melaksanakan tugas l a in yang diberikEui oleh Kepaia B idang 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

BABV 
BIDANG PERIKANAN TANGKAP 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal 24 

(1) B idang Per ikanan Tangkap berada d i bawah dan bertanggung j awab 
kepada Kepaia Dinas. 

(2) B idang Per ikanan Tangkap d i p i m p i n oleh Kepaia Bidang. 

Pasal 25 

Bidang Per ikanan Tangkap melaksanakan sebagian tugas Dinas yang 
me l i pu t i penangkapan i k a n , pengelolaan sumberdaya i k a n , d a n 
pemberdayaan nelayan. 



Pasal 26 

Bidang Perikanan Tangkap da lam melaksanakan tugas sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 25 , menyelenggarakan fungsi : 
a. p e rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi 

dan pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i penangkapan i k a n ; 
b. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi 

dan pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i pengelolaan 
sumberdaya i k a n ; 

c. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi 
dan pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i pemberdayaan 
nelayan; dan 

d. pelaksanaain fungsi l a in yang d iber ikan oleh Kepaia Dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 27 

Bidang Per ikanan Tangkap te rd i r i dar i : 
a. Seksi Penangkapan Ikan ; 
b. Seksi Pengelolaan Sumberdaya I k a n ; dan 
c. Seksi Pemberdayaan Nelayan. 

Bagian Ketiga 
Seksi Penangkapan Ikan 

Pasal 28 

(1) Seksi Penangkapan I k a n berada d i bawah dan bertanggung j awab 
kepada Kepaia Bidang. 

(2) Seksi Penangkapan I kan d ip imp in oleh Kepaia Seksi. 

Pasal 29 

(1) Seksi Penangkapan I kan mempunya i tugas melaksanakan sebagian 
tugas B idang Per ikanan Tangkap yang te rka i t dengan penangkapan 
i k a n . 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. me laksanakan kebi jakan usaha per ikanan tangkap da lam wi layah 

kewenangan kabupaten ; 
b. menyusun bahan pera turan perundang-undangan da lam h a l 

penangkapan i k a n ; 
c. melaksanakan pembinaan teknis teknologi penangkapan i k a n ; 
d . melaksanakan kebi jakan dan standarisasi kapa l per ikanan, a la t 

penangkapan i k a n dan alat b a n t u penangkapan i k a n ; 
e. melaksanakan pengadaan kapa l per ikanan, a lat penangkapan 

i k a n dan alat b a n t u penangkapan i k a n dan sarana penanganan 
i k a n d i atas kapa l ; 

f. melaksanakan pendataan kapa l per ikanan, a lat penangkapan 
i k a n dan a lat b a n t u penangkapan i k a n ; 

g. melaksanakan pendataan produks i penangkapan i k a n ; 
h . melaksanakan ident i f ikasi , perencanaan, pembangunan dan 

pemel iharaan pe labuhan per ikanan kewenangan kabupaten ; d a n 



i . me laksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepaia B idang 
sesuai dengan tugas d a n fungsinya. 

Bagian Keempat 
Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan 

Pasal 30 

(1) Seksi Pengelolaan Sumberdaya I kan berada d i bawah dan 
bertanggung j awab kepada Kepaia Bidang. 

(2) Seksi Pengelolaan Sumberdaya I k a n d i p imp in oleh Kepaia Seksi. 

Pasal 31 

(1) Seksi Pengelolaan Sumberdaya I k a n mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas B idang Per ikanan Tangkap yang t e rka i t dengan 
pengelolaan sumberdaya i k a n . 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l ipu t i : 
a. memberdayakan masyarakat pesisir da lam pelestarian sumber 

daya i k a n d i wi layah kewenangan kabupaten ; 
b. me laksanakan sistem perencanaan dan pemetaan serta r iset 

potensi sumberdaya da lam rangka opt imal isasi pemanfaatan 
sumber daya i k a n d i wi layah kewenangan kabupaten ; 

c. melaksanakan kebi jakan rehabi l i tas i dan mit igas i bencana a lam 
d i w i layah pesisir da lam kewenangan kabupaten ; 

d . melsiksanakan mit igas i kerusakan l ingkungan pesisir d i w i layah 
kewenangan kabupaten ; 

e. me laksanakan konservasi d a n rehabi l i tas i sumber daya i k a n 
beserta ekosistemnya d i wi layah kewenangan kabupaten ; 

f. meny iapkan bahan pelaksanaan koord inas i dan kerjasama 
terpadu da lam ha l konservasi d a n rehabi l i tas i sumber daya i k a n 
beserta ekosistemnya d i wi layah kewenangan kabupaten ; 

g. melaksanakan pengawasan pemanfaatan dan per l indungan 
sumber daya i kan d i wi layah kewenangan kabupaten ; 

h . melaksanakan pemberdayaan masyarakat da lam pengawasan 
pemanfaatan sumber daya i kan ;dan 

i . me laksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepaia B idang 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kelima 
Seksi Pemberdayaan Nelayan 

Pasal 32 

(1) Seksi Pemberdayaan Nelayan berada d i bawah d a n bertanggung 
j awab kepada Kepaia Bidang. 

(2) Seksi Pemberdayaan Nelayan d i p i m p i n oleh Kepaia Seksi. 

Pasal 33 

(1) Seksi Pemberdayaan Nelayan mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas B idang Perikanan Tangkap yang te rka i t dengan 
pemberdayaan nelayan. 



(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l ipu t i : 
a. melaksanakan kebi jakan da lam h a l permberdayaan nelayan ; 
b. men3njsun bahan pera turan perundang-undangan da lam h a l 

pemberdayaan nelayan ; 
c. melaksanakan program dan kegiatan per l indungan nelayan ; 
d . melaksanakan b imbingan teknis d a n pembinaan kelembagaan 

usaha nelayan ; 
e. melaksanakan pembinaan dan fasi l i tasi diversi f ikasi usaha 

nelayan ; 
f. melaksanakan pembinaan d a n fasi l i tasi pendanaan nelayan ; 
g. melaksaneikan pendataan nelayan, ke lompok usaha bersama 

per ikanan tangkap, dan kelompok wan i t a nelayan; dan 
h . melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepaia Bidang 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

BAB VI 
BIDANG PENGELOLAAN PRODUK PERIKANAN 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal 34 

(1) B idang Pengelolaan Produk Per ikanan berada d i bawah dan 
bertanggung j awab kepada Kepaia Dinas . 

(2) B idang Pengelolaan Produk Per ikanan d ip imp in oleh Kepaia Bidang. 

Pasal 35 

Bidang Pengelolaan Produk Per ikanan melaks£inakan sebagian tugas Dinas 
yang me l i pu t i b ina m u t u , pelayanan usaha, dan pengelolgian tempat 
pelelangan i k a n . 

Pasal 36 

Bidang Pengelolaan Produk Per ikanan da lam melaksanakan tugas 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 35, menyelenggarakan fungsi : 
a. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi 

dan pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i b ina m u t u ; 
b. p e rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi 

dan pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i pelayanan usaha; 
c. pe rumusan kebi jakan, pelaiksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi 

dan pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i pengelolaan tempat 
pelelangan i k a n ; d a n 

d. pelaksanaan fungsi l a in yang d iber ikan oleh Kepaia Dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 



Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 37 

Bidang Pengelolaan Produk Per ikanan te rd i r i da r i : 
a. Seksi B i n a M u t u ; 
b . Seksi Pelayanan Usaha; dan 
c. Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan I k a n 

Bagian Ketiga 
Seksi Bina Mutu 

Pasal 38 

(1) Seksi B ina M u t u berada d i bawah dan bertanggung j awab kepada 
Kepaia Bidang. 

(2) Seksi B i n a M u t u d ip imp in oleh Kepaia Seksi. 

Pasal 39 

(1) Seksi B ina M u t u mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas 
B idang Pengelolaan Produk Per ikanan yang te rka i t dengan b ina 
m u t u . 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l ipu t i : 
a. melaksanakan kebi jakan b ina m u t u dan keamanan p r o d u k 

per ikanan; 
b. melaksanakan pengawasan d a n pengendal ian m u t u p r o d u k 

per ikanan; 
c. melaksanakan pembinaan peningkatan pengelolaan p roduk 

per ikanan; 
d . melaksanakan b imbingan teknis diversi f ikasi p r oduk per ikanan; 
e. melaksanakan moni tor ing k e b u t u h a n dan ketersediaan p roduk 

per ikanan; 
f. me l akukan pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan 

pembinaan m u t u p roduk per ikanan; d a n 
g. me laksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepaia B idang 

sesuai dengan tugas dan fungsinya ' 

Bagian Keempat 
Seksi Pelayanan Usaha 

Pasal 40 

(1) Seksi Pelayanan Usaha berada d i bawah dan bertanggung j awab 
kepada Kepaia Bidang. 

(2) Seksi Pelayanan Usaha d ip imp in oleh Kepaia Seksi. 

Pasal 41 

(1) Seksi Pelayanan Usaha mempunya i tugas melaksanakan sebagian 
tugas Bidang Pengelolaan Produk Per ikanan yang terka i t dengan 
pelayanan usaha. 



(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. melaksanakan fasi l i tasi kemi t raan usaha, k emudahan akses 

permodalan, pembinaan koperasi per ikanan dan pengurusan 
per i j inan usaha per ikanan; 

b. melaksanakan pengembangan d a n pembinaan investasi usaha 
per ikanan; 

c. me laksanakan ident i f ikasi , perencanaan pembangunan, dan 
pemel iharaan sarana dan prasarana usaha per ikanan; 

d . melaksanakan promosi p r oduk per ikanan; 
e. meny iapkan b ^ a n kebi jakan peningkatan konsums i i k a n ; 
f. me laksanakan survei dan pemantauan harga pasar p r oduk 

per ikanan d a n sistem logist ik i k a n ; dan 
g. me laksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepaia B idang 

sesuai denga tugas d a n fungsinya. 

Bagian Kelima 
Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 

Pasal 42 

(1) Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan I k a n berada d i bawah d a n 
bertanggung j awab kepada Kepaia Bidang. 

(2) Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan I kan d i p i m p i n oleh Kepaia 
Seksi. 

Pasal 43 

(1) Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan I kan mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas B idang Pengelolaan Produk Per ikanan 
yang te rka i t dengan pengelolaan tempat pelelangan i kan . 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. meny iapkan bahan kebi jakan teknis pengelolaan d a n 

penyelenggaraan Tempat Pelelangan I kan ; 
b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan 

penyelenggaraan Tempat Pelelangan I kan ; 
c. melaksanakan pengelolaan data d a n informasi d i Tempat 

Pelelangan I kan ; 
d . melaksanakan perencanaan dan pemel iharaan sarana operasional 

Tempat Pelelangan Ikan ; 
e. melaksanakan supervisi dan pembinaan kelembagaan Tempat 

Pelelangan I kan ; 
f. melaksanakan perencanaan, koord inas i dan pengawasan re t r ibus i 

Tempat Pelelangan I kan ; dan 
g. melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepaia B idang sesuai 

denga tugas d a n fungsinya, 

BAB VII 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 44 
(1) Pada masing-masing u n i t kerja d i l i ngkungan Dinas dapat d iben tuk 

se jumlah kelompok j aba tan fungsional sesuai dengan k e b u t u h a n dan 
berdasarkan pera turan perundang-undangan. 



(2) Kelompok Jaba tan Fungsional mempunya i tugas me l akukan kegiatan 
sesuai dengan b idang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan 
pera turan perundang-undangan yang ber laku . 

(3) Kelompok Jaba tan Fungsional t e rd i r i da r i se jumlah tenaga fungsional 
yang terbagi da lam berbagai ke lompok tenaga fungsional sesuai 
dengan b idang keahl ian d a n keterampi lannya 

(4) Kelompok j aba tan fungsional sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
dapat d ikoord in i r oleh seorang tenaga fungsional senior yang 
d i t u n j u k d iantara tenaga fungsional. 

(5) J u m l a h tenaga fungsional sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i te tapkan sesuai k e b u t u h a n dan beban kerja. 

BABVIII 
UPT DINAS 

Pasal 45 

(1) Pada Dinas dapat d iben tuk UPT Dinas u n t u k melaksanakan kegiatan 
teknis operasional a tau kegiatan teknis penunjang t e r t en tu . 

(2) Pembentukan, Kedudukan , Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi, 
serta Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i te tapkan dengan Peraturan Bupa t i tersendir i . 

BAB DC 
TATA KERJA 

Pasal 46 

Dalam h a l Kepaia Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas 
Kepaia Dinas d i laksanakan oleh Pejabat yang d i t u n j u k oleh Bupa t i . 

Pasal 47 

(1) Da lam melaksanakan tugasnya, setiap p i m p i n a n u n i t kerja d a n 
ke lompok j aba t an fungsional waj ib menerapkan pr ins ip koordinas i , 
integrasi dan s inkronisas i ba ik da lam l ingkungan masing-masing 
m a u p u n antar u n i t kerja d i l ingkungan organisasi perangkat daerah 
serta dengan ins tans i l a in d i l ua r organisasi perangkat daerah sesuai 
dengan tugas masing-masing. 

(2) Setiap p i m p i n a n u n i t kerja waj ib mengawasi bawahannya masing-
masing dan b i la terjadi penyimpangan agar mengambi l l angkah-
langkah yang d iper lukan sesuai dengan pera turan perundang-
undangan yang ber laku. 

(3) Setiap p imp inan u n i t kerja bertanggung j awab memimp in d a n 
mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan member ikan 
b imbingan serta pe tun juk -pe tun juk bagi pelaksanaan tugas 
bawahan. 

(4) Setiap p imp inan u n i t kerja wajib mengLkuti d a n m e m a t u h i pe tun juk -
pe tun juk dan bertanggung j awab kepada atasan masing-masing d a n 
menyampaikan laporan berkala tepat pada wak tunya . 

(5) Setiap laporan yang d i te r ima oleh p i m p i n a n da r i bawahan, waj ib 
d io lah d a n d ipergunakan sebagai bsihan u n t u k penyusunan laporan 
lebih l an ju t dan u n t u k member ikan pe tun juk -pe tun juk kepada 
bawahan. 



(6) Da lam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan 
t embusan laporan wajib d isampaikan pu l a kepada organisasi 
perangkat daerah l a in yang secara fungsional mempunya i h u b u n g a n 
kerja. 

(7) Da lam melaksanakan tugasnya setiap p i m p i n a n u n i t ker ja d i ban tu 
oleh kepaia u n i t kerja d i bawahnya d a n da lam rangka pember ian 
b imbingan kepada bawahan masing-masing waj ib mengadakan rapat 
berkala. 

BABX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 48 

Bagan S t r u k t u r Organisasi D inas sebagaimana t e r can tum da lam Lampiran 
dan merupakan bagian yang t i dak terp isahkan dar i Peraturan Bupa t i i n i . 

BAB X I 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 49 

(1) UPT Dinas yang te lah ada sebelum ber lakunya Peraturan Bupa t i i n i , 
tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan 
d i te tapkannya Peraturan Bupa t i t entang pembentukan UPT Dinas 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ber laku. 

(2) UPT Dinas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) y a i t u UPT Dinas 
Pelayanan Pengembangan. 

(3) Kedudukan , susunan organisasi, tugas, fungsi , dan eselon UPT Dinas 
sebagaimana d imaksud pada ayat (2) tetap mengacu pada Peraturan 
Perundang-undangan yang ber laku pada saat pembentukannya . 

Pasal 50 

Organisasi Perangkat Daerah yang ada sebelum ber lakunya Peraturan 
B u p a t i i n i tetap melaksanakan tugas d a n fungsinya sampai dengan tanggal 
31 Desember 2016 sesuai dengan Peraturan sebelumnya. 

BAB XI I 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 51 

Pada saat Peraturan Bupa t i i n i m u l a i be r laku , m a k a ke ten tuan da lam 
Peraturan B u p a t i Pacitan Nomor 51 T a h u n 2007 tentang Ura ian Tugas , 
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Per ikanan Kabupaten Pacitan 
(Berita Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2007 Nomor 32), d icabut d a n 
d inyatakan t i dak ber laku pada tanggal 1 J a n u a r i 2017, kecual i ke t en tuan 
yang mengatur U n i t Pelaksana Teknis Dinas d inya takan tetap ber laku 
sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupat i tentang pembentukan U n i t 
Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang 
berlaku. 



Pasal 52 

Peraturan B u p a t i i n i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan 
Peraturan Bupa t i i n i dengain penempatannya da lam Ber i ta Daerah 
Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 
pada tanggal 6 - 1 2 - 2016 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 6 Desember 2016 

SEKRETARIS DAERAH 

Drs. SUKO WIYONO. MM 
Pembina Utama Madya 

NIP. 195910171985031015 

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 71 
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